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BAB II 

 SEJARAH,  BPK, PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  

DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

 

A. Sejarah Badan Pengawas Keuangan (BPK)    

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa 

tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 

Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil 

pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat 

Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang 

pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang 

berkedudukan sementara dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa 

Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan 

Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, 

Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 

telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia 

mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang 

Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene 

Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan 

IAR. 
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Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 

tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke 

Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap 

mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 

1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK 

Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 

1949. 

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) 

berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka 

dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang 

merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat 

R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat 

sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas 

Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene 

Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration 

(NICA). 

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan 

RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan 

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di 

Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia 

Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa 

Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. 
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Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang 

menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan 

Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan 

Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. 

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan 

Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas 

Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa 

Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan 

kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR. 

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg 

Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta 

resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-

keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga 

dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada 

tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 

1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 

1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. 

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 

1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar 

Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas 

penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK 

RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. 
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Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan 

BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi 

Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan 

akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 

Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah 

mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan 

Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga 

pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya 

TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali 

kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga 

pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan 

sebagai lembaga yang independen dan profesional. 

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK 

RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK 

RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan 

Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) 

dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. 

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat 

Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu : 

1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 

2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 

http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161111.pdf
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3. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara. 39 

 

B. Badan Pengawas Keuangan (BPK)    

Pengertian Badan Pengawas Keuangan (BPK) menurut UU RI No. 15 

Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) adalah: 

“Badan Pemeriksa Keuangan  yang selanjutnya disingkat BPK, 

lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

 

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam 

penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat 

penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang 

adil, makmur dan sejahtera, maka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan 

profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka berdasarkan hal tersebut maka 

dibentuklah Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

BPK dalam kaitannya dengan persoalan pengawasan terhadap 

kebijaksanaan negara dan pelaksanaan hukum, maka kedudukan dan 

peranannya sangat penting. Karena itu dalam konteks tertentu BPK juga 

                                                           
39

 http://www.bpk.go.id/page/sejarah. Diakses pada tanggal 15 Maret 2016, Pukul 08.35 WIB 

http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386158654.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386158654.pdf
http://www.bpk.go.id/page/sejarah
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kadang-kadang dapat disebut sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi 

utama (main organ).
40

 

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. Lebih jauh hasil 

pemeriksaan BPK itu diberitahukan kepada DPR. Artinya, BPK hanya wajib 

melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR. Dengan demikian BPK 

merupakan badan yang mandiri, serta bukan bawahan DPR. Hal yang sama 

dijumpai pula pada hubungan kerja antara Algemeene Rekenkamer 

 dengan Volksraad. BPK merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang 

untuk mengawasi semua kekayaan negara yang mencakup pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya. BPK 

berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di provinsi. 

 Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur dalam 

UUD 1945 Pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab tentang keuangan Negara. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara, ditegaskan pula tugas dan wewenang BPK untuk memeriksa tanggung 

jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara, memeriksa semua pelaksanaan 

APBN, dan berwenang untuk meminta keterangan berkenaan dengan tugas 

yang diembannya. 

Di sinilah peran BPK untuk senantiasa melaporkan hasil auditnya 

kepada lembaga yang kompeten untuk pemberantasan korupsi. Validitas data 

                                                           
40 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Pasca Reformasi, Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, Jakarta, 2006, hlm. 114. 
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BPK dapat dijadikan data awal bagi penegak hukum untuk melakukan 

penyidikan atas indikasi korupsi yang dilaporkan. Laporan BPK yang akurat 

juga akan menjadi alat bukti dalam pengadilan. Bukti peran BPK cukup 

berpengaruh besar terhadap proses penindakan kasus-kasus korupsi yaitu 

banyak proses hukum akan terhambat jika hasil audit BPK tidak kunjung 

selesai. 

Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil 

pemeriksaan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 

kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaan pemeriksaan 

dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang. 

Pola Hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Lembaga 

lain:
41

  

1. Hubungan Antara BPK Dan MPR 

Sejak dilakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945 oleh 

MPR, BPK meningkatkan hubungan kerja dengan MPR, di antaranya 

melalui Rapat Kerja antara Panitia Ad Hoc (PAH), Badan Pekerja (BP), 

MPR dan BPK yang diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2000. 

Hubungan kerja dimaksud, diselenggarakan terutama dalam rangka 

perumusan materi Bab dan atau pasal-pasal tentang ”Hal Keuangan”, dan 

                                                           
41

http://rodlial.blogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html. Diakses 

tanggal 17 Februari 2016. Pukul 20.10 WIB. 

http://rodlial.blogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html
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materi Bab dan atau pasal-pasal tentang “Badan Pemeriksa Keuangan” 

yang akan dimuat dalam “Amandemen Undang Undang Dasar 1945”. 

Hasil konsultasi antara PA, BP, MPR dan BPK pada bulan Februari 2000, 

adalah kesepakatan antara PAH, BP, MPR dan BPK untuk mengusulkan 

kepada Sidang Paripurna MPR dua pasal baru mengenai BPK dalam 

Undang Undang Dasar 1945 yang diamandemen. 

a. Pasal pertama; mengukuhkan kedudukan BPK sebagai satu-satunya 

lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara, dan sekaligus 

menentukan bahwa BPK berkedudukan baik di Ibukota Negara dan di 

ibukota provinsi. 

b. Pasal kedua; mengatur kembali pemilihan anggota dan pimpinan BPK. 

Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja antara PAH, BP, MPR dan BPK 

pada tanggal 16 Februari 2000, yang membahas Amandemen UUD 1945, 

BPK menyampaikan usulan materi satu pasal yang terdiri atas 3 ayat Bab 

IX tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan Amandemen 

Undang Undang Dasar 1945 kepada Ketua PAH, BP, MPR dengan Surat 

BPK Nomor: 26/S/I/4/2000 tanggal 3 April 2000. Materi pasal dimaksud 

beserta dasar pemikirannya adalah sebagai berikut ini. 

1) Pasal 24 ayat (1) 

Untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban Pemerintah 

tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan 

yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. 

 



44 

 

 

2) Pasal 24 ayat (2) 

Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang 

terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, DPR dan Lembaga 

Tinggi Negara lain (independen); Badan itu bukanlah pula Badan yang 

berdiri di atas Pemerintah. 

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan 

memiliki Perwakilan yang berkedudukan di setiap Ibukota Provinsi. 

3) Pasal 24 ayat (3)  

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh 

MPR-RI pada tanggal 9 November 2001, memuat pengaturan tentang 

BPK-RI dalam satu Bab, yaitu “Bab VIIIA” yang terdiri dari tiga pasal 

yaitu : 

4) Pasal 23E 

a)   Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan 

yang bebas dan mandiri. 

b)   Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 
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c)   Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 

perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. 

5) Pasal 23F 

a)    Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 

b)   Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 

anggota. 

6) Pasal 23G 

a)   Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, 

dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

b)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 

diatur dengan undang-undang. 

2. Hubungan Antara BPK Dan DPR/DPRD 

a. Hubungan Dengan DPR 

Hubungan antara BPK dengan DPR terjadi karena kewajiban BPK 

memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR sebagai bahan 

pelaksanaan tugasnya mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan 

termasuk pengelolaan keuangan negara. Untuk mengatur tata cara 

penyerahan hasil pemeriksaan BPK telah disusun Kesepakatan 

Bersama antara Pimpinan BPK dan DPR tanggal 25 Januari 1977 yang 

dikukuhkan kembali dengan Ketetapan MPR No.III/TAP/MPR/1978 

Pasal 10 ayat (3) mengatur mengenai : pemberitahuan hasil 
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pemeriksaan BPK, penyampaian Buku HAPSEM BPK kepada DPR, 

dan pertemuan-pertemuan lain dalam hal diperlukan bahan-bahan atau 

penjelasan khusus tentang suatu masalah yang menyangkut keuangan 

negara dan yang menjadi kewenangan BPK. 

b. Hubungan Dengan DPRD 

Pasal 23E ayat (2) Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 

mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan BPK antara lain diserahkan 

kepada DPRD. Hubungan antara BPK dan DPRD sebenarnya 

merupakan hubungan tiga pihak tiga pihak yakni: (1) Kepala Daerah 

sebagai pihak yang wajib menyusun Laporan Keuangan, (2) BPK 

sebagai pihak yang wajib melakukan audit (mandatory audit), dan (3) 

DPRD sebagai pihak yang akan menggunakan Laporan Keuangan. 

Hubungan dimaksud merupakan hubungan saling melengkapi dan 

tidak dapat dipisahkan ataupun ditiadakan, dalam hubungan ini BPK 

memegang peranan sentral karena berada di tengah. 

3. Hubungan Antara BPK  Dan Pemerintah 

Hubungan kerja antara BPK dan Pemerintah merupakan hubungan antara 

pemeriksa independen dan auditee yang berkaitan dengan tugas 

konstitusional BPK, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

Pemerintah tentang Keuangan Negara. Di samping itu, BPK juga 

menyelenggarakan fungsi yang terkait dengan kewenangan Pemerintah, 

yaitu memberikan rekomendasi terhadap proses tuntutan perbendaharaan 
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(TP) dan memberikan pertimbangan atas penyelesaian tuntutan ganti rugi 

(TGR) yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 

4. Hubungan BPK  Dengan Kejaksaan Agung 

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

masing-masing lembaga secara seimbang dan proporsional dalam 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, 

maka BPK memandang perlu untuk mengadakan suatu bentuk kerja sama 

dengan Kejaksaan Agung dengan tujuan agar dapat dicapai suatu 

koordinasi kerja yang baik dalam melakukan tindakan hukum atas temuan-

temuan pemeriksaan BPK atas pengurusan keuangan negara yang diduga 

terdapat sangkaan tindak pidana korupsi, untuk dapat diproses secara 

cepat, tepat dan tuntas dengan menggunakan instrumen pidana atau 

perdata. Kerja sama tersebut dituangkan dalam suatu Kesepakatan 

Bersama Ketua BPK dengan Jaksa Agung tanggal 19 Juni 2000. 

Berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut dan sebagai wujud dari 

pelaksanaan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1973, BPK dalam 

kurun waktu 1998 s.d Maret 2004 telah menyampaikan 12 buah Hasil 

Pemeriksaan yang berindikasikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan 

Agung untuk segera dapat dilakukan langkahlangkah yuridis. 

5. Hubungan BPK Dengan Kepolisian 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1973 berikut 

penjelasannya, BPK juga melakukan hubungan kerja dengan pihak 
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Kepolisian, terutama dalam upaya untuk memproses lebih lanjut temuan 

pemeriksaan BPK yang berindikasikan tindak pidana korupsi (TPK). 

6. Hubungan BPK Dengan Mahkamah Agung 

BPK melakukan hubungan kerja dengan Mahkamah Agung (MA), 

terutama berkaitan dengan permohonan pertimbangan hukum atas hasil-

hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK. 

7. Hubungan Antara BPK Dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, bertugas antara lain 

memonitor para penyelenggara Pemerintahan Negara. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, KPK berkewajiban menyusun Laporan 

Tahunan dan menyampaikannya antara lain kepada BPK-RI. 

8. Hubungan Antara BPK dengan DPR dan DPD 

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil 

pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dengan 

pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan yaitu menyangkut 

perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan 

tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK 

juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus 

menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada DPD dan DPRD. 

Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR 

dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK. 
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C. Pejabat Pengguna Anggaran 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 

2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan : 

“Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah 

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau 

Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. 

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah 

pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau 

ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.” 

Kuasa pengguna anggaran, dapat menerima pengalihan wewenang dari 

pengguna anggaran baik seluruhnya maupun sebagian.
42

 Apabila Kuasa 

pengguna anggaran memperoleh wewenang secara penuh, maka Kuasa 

pengguna anggaran dimaksud dapat pula menyelesaikan sengketa antara 

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dengan Pejabat pembuat komitmen 

sebagaimana yang dilakukan oleh Pengguna anggaran. 

Ketidakpatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan 

penganggaran antara lain penerapan standar biaya masukan, standar biaya 

keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, 

pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara 

bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan 

surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak 

                                                           
42 Ibid. Diakses pada tanggal 17 Maret 2016, Pukul 10.30 WIB.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna_anggaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_pembuat_komitmen
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna_anggaran
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tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi 

penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara.
43

 

Pejabat Pengguna Anggaran harus bertanggung jawab atas perbuatan 

Korupsi berdasarkan temuan dan rekomendasi BPK sesuai dengan : 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: 

1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan; 

2) Pasal 35 ayat (1)  menyatakan bahwa Setiap pejabat Negara dan 

pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau 

melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang 

merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian 

dimaksud. 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: 

1) Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah 

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti 

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau 

lalai; 

2) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggara/Kuasa 

Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata 

                                                           
43 Salinan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015, Pasal 10, 

ayat (2). Point b Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
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anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran 

tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD; 

3) Pasal 18 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran berwenang: 

a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak 

yang menagih; 

b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi 

persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian 

pengadaan barang dan jasa; 

c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; 

d) Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran 

pengeluaran yang bersangkutan; 

e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. 

4) Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani 

dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti 

yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung 

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan 

surat bukti dimaksud;  

5) Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah 

kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat 

diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran; 
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6) Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya 

setelah: 

a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 

b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

perintah pembayaran; 

c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

7) Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran 

wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi. 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada 

Pasal 192 ayat (4) yang menyatakan bahwa kepala daerah, wakil kepala 

daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan 

pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari 

yang telah ditetapkan dalam APBD. 

d. Peraturan-Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah : 

1) Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola 

secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 
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2) Pasal 10 huruf k yang menyatakan bahwa Pejabat Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang 

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. 

3) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program 

dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku 

PPTK; 

4) Pasal 12 ayat (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas mencakup: 

a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

c)  Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

5) Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan 

wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, 

kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata 

usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan 

SKPD;  

6) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat penatausahaan 

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a) Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; 

b) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran; 
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c) Menyiapkan SPM; dan 

d) Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

7) Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran 

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak 

yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:  

1) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran 

belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang 

lengkap dan sah; 

a. Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 

pengesahan pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab atas kebenaran material yang timbul dari 

penggunaan bukti dimaksud; 

b. Pasal 216 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa 

kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan 

SP2D mencakup diantaranya bukti-bukti pengeluaran 

yang sah dan lengkap; 

Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian 

Negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana kerugian 



55 

 

 

daerah/Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata 

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai.  

 

D. Ketentuan Umum Tindak Pidana  

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku 

di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :  

a.  Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;  

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancam;  

c.  Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.  

Dari rumusan di atas, maka diperoleh konsekuensi dari pengertian 

hukum pidana, menurut Moeljatno, yang terdiri dari dua bagian yaitu sebagai 

berikut:
44

 

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah: hukum perdata, 

hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum 

perburuhan, hukum intergentil dan sebagainya. Biasanya bagian 

hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan 

hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan dalam 

                                                           
44

 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakata, 1987, hlm. 1. 
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golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara 

dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya 

hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau 

mengatur kepentingan perseorangan.  

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan 

pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), 

untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik. “ 

 

Adapun hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah 

hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian besar dari aturan-

aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (wetboek) yang 

dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut suatu sistem yang 

tertentu.  

Selain hukum pidana telah dikodifisir, maka bagian dari hukum ini juga 

telah dianufisir, yaitu berlaku bagi semua golongan-golongan rakyat, sehingga 

tidak ada dualisme lagi dalam hukum pidanaa, dimana bagi golongan rakyat 

Bumiputera berlaku hukum yang lain daripada yang berlaku bagi golongan 

Eropa.  

Salah satu materi yang akan diuraikan dalam ruang lingkup hukum 

pidana di bawah ini, yaitu mengenai “tindak pidana”. Dalam menguraikan 

mengenai tindak pidana, tinjauan akan dimulai dari istilah atau pengertian 

tindak pidana, selain istilah tindak pidana, terdapat pula istilah lain yaitu 

“perbuatan pidana”. Untuk itu perlu pemahaman yang teliti dari dua 

perbedaan istilah di atas, yaitu:
45

  

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan 

tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

                                                           
45

 Ibid. hlm. 54. 
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perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 

pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan 

ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian 

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya 

kejadian itu”. 

 

Ketentuan di atas memberi konsekwensi bahwa antara larangan dan 

ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan 

orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula, di 

mana yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat 

dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat 

diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk 

menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, 

yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: 

pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang 

berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.  

Adapun istilah lain yang dipergunakan dalam hukum pidana yaitu 

“tindak pidana”. Alasan dipergunakannya istilah tindak pidana yaitu karena 

istilah tersebut tumbuh dari pihak kementrian kehakiman, serta sering 

dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek 

dari pada kata “perbuatan”, tapi kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang 

abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit, 

sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak 

adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal 
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mana lebih dikenal dengan tindak-tanduk, tindakan, yang bertindak dan 

belakangan juga sering dipakai “ditindak”.  

Dikarenakan kata “tindak” tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-

undangan yang menggunakan istilah “tindak pidana” baik dalam pasal-

pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula 

kata “perbuatan”.  

Istilah perbuatan pidana maupun tindak pidana pada dasarnya dapat 

ditinjau dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu “strafbaar feit”. Menurut 

Simon : “istilah starfbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam 

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.  

Sedangkan Van Hamel dalam buku Moeljatno, merumuskan sebagai 

berikut:
46

 

“strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) 

yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, 

yang patut dipidana (straf waardig) dan dilakukan dengan 

kesalahan. 

 

Dari pengertian-pengertian mengenai strafbaar feit di atas, maka 

diperoleh dua penafsiran yaitu:  

a.  Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah 

laku;  

b.  Bahwa pengertian strafbar feit dihubungkan dengan kesalahan orang 

yang mengadakan kelakuan tadi.  

                                                           
46

 Ibid.hlm. 57. 
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Point yang pertama berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam 

perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan kata lain kelakuan ditambah/dibarengi 

akibat dan bukan kelakuan saja, sehingga strafbaar tersebut bukan untuk 

kelakuan saja. Adapun mengenai point yang kedua, bahwa strafbaar feit 

berbeda dengan perbuatan pidana, sebab disini tidak dihubungkan dengan 

kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang 

melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 

perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan acaman dengan pidana kalau 

dilanggar. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana 

dan dipisahkan dengan kesalahan.  

Sedangkan kalau merujuk kepada perkembangan formulasi konsep 

Rancangan KUHP 2004-2005 aturan umum mengenai bentuk-bentuk tindak 

pidana terdiri dari :
47

 

“a. Persiapan;  

b.  Permufakatan jahat;  

c.  Percobaan;  

d.  Penyertaan;  

e.  Pengulangan. “ 

 

Sejak konsep Rancangan KUHP 2004, pengertian istilah “tindak pidana” 

belum mengalami perubahan substansial dan masih bersumber atau berasal 

dari istilah “kejahatan” di dalam Pasal 86 KUHP lama (WVS), yang 

menyatakan :
48

 

                                                           
47

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditia Bakti, Bandung, 

2005, hlm. 349-351. 
48

 Ibid 
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“Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan tertentu, 

maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan 

kejahatan kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan”  

Di dalam konsep rancangan KUHP 2004 pengertiannya dirumuskan 

dalam Pasal 189 yang menyatakan :  

“Tindak pidana mencakup pengertian membuat atau mencoba 

melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam 

peraturan perundang-undangan”.  

Bertolak dari alur pemikiran mengenai dasar patut dipidananya 

perbuatan seperti diuraikan di atas yaitu dengan menggunakan kriteria atau 

patokan formal dan materiil, maka konsep berpendirian pula bahwa tindak 

pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara 

formal maupun secara materiil.  

Pemberian pidana secara umum merupakan bidang dari pembentuk 

undang-undang berdasarkan asas legilitas yang berbunyi „nullum delictum 

nulla poena sine preavia lege poenali” jadi untuk mengatakan poena atau 

pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi 

yang diterapkan oleh pembuat undang-undang itu memerlukan perwujudan 

lebih lanjut, dengan dibentuknya badan atau instansi dengan alat-alat yang 

secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu.  
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E. Tindak Pidana Korupsi  

Kata korupsi berasal dari bahasa lain corruptio atau corruptus dan 

corriptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata lain yang lebih 

tua. Dari bahasa latin itulah turun dalam bahasa eropa seperti Inggris: 

Corruption, corrupt; Prancis: corruption; dan Belanda corruptie. Arti harfiah 

dari kata itu ialah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak 

bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina 

atau memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian arti kata korupsi yang telah 

diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan 

bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok dan sebagainya.  

Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik 

kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat 

luas artinya.  

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, pengertian korupsi itu 

nampaknya sangat berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan 

di zaman dahulu maupun di zaman modern ini. Adapun pengertian korupsi 

yang berkaitan dengan kekuasaan, pertama kali telah dipopulerkan oleh E. 

John Emerich Edward Dalberg Alton (Lord Alten). Ia adalah seorang pakar 

sejarah Inggris yang mmperkenalkan kata-kata berupa dalil korupsi yang 

termasyur: The Power Tends To Corrupt, But Absolute Power Corrupts 
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Absolutely (kekuasaan cenderung Korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan 

mengakibatkan korupsi berlebihan pula).
49

 

Dalam negara sedang berkembang banyak terdapat gejala-gejala korupsi 

di semua tingkat dan boleh dikatakan meliputi semua kegiatan birokrasi. 

Gejala-gejala korupsi dengan sendirinya juga terdapat di negara-negara maju, 

baik negara kapitalis, sosialis, maupun komunis. Akan tetapi di sini bedanya 

menyolok dengan luasnya gejala itu di kebanyakan di negara-negara sedang 

berkembang.  

Kegiatan pemberantasan korupsi akan selalu tetap menjadi bahan yang 

aktual untuk disajikan sebagai persoalan jenis kejahatan yang rumit 

penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam 

kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perbuatan korupsi 

membentuk aneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan 

negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan. 

Bentuk perbuatan korupsi yang beraneka ragam dan berbagai faktor penyebab 

timbulnya korupsi itu dalam pertumbuhannya makin meluas, sehingga batasan 

dari ciri perbuatan korupsi dan ciri perbuatan yang tidak korupsi tetapi berciri 

sangat merugikan negara atau masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta 

mengakibatkan ketidakpastian cara memformulasikan kelompok 

kejahatannya, korupsi dewasa ini selain menggerogoti keuangan (kekayaan 

negara), juga sekaligus dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa. Tidak 

mengherankan kalau korupsi dimasa kini dapat menghancurkan negara, 
                                                           

49 John Emerich Edward Dalberg Alton dalam Ilham Gunawan, Postur Korupsi di Indonesia 

Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 8.  
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menjatuhkan pemerintah atau minimal menghambat pembangunan untuk 

kesejahteraan rakyat.  

Perbuatan korupsi dari segi bentuknya dapat dibagi sebagai berikut :
50

  

“ Pertama, yang lebih banyak menyangkut penyelewengan di 

bidang materi (uang) yang dikategorikan korupsi materi. Kedua, 

berupa perbuatan memanipulasikan pungutan suara dengan cara 

penyuapan, intimidasi, paksaan, dan/atau campur tangan yang 

dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Ketiga, yang 

memanipulasikan ilmu pengetahuan.” 

 

 

Sedangkan dalam UU No. 20  Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU 

No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi umumnya 

memuat ketentuan yang berkaitan dengan korupsi materi, yaitu menyangkut 

penyuapan (termasuk pemberian/penerimaan komisi/hadiah), dan manipulasi 

lain yang merugikan kesejahteraan umum, serta yang semacamnya, dengan 

ancaman pidana paling berat dengan pidana mati juga denda setinggi-

tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), disamping itu pula dapat 

dikenakan pidana tambahan berupa penyitaan harta kekayaan yang diperoleh 

melalui perbuatan korupsi itu.  

Korupsi mempunyai dampak yang sangat kuat bagi perkembangan 

perekonomian negara dan dapat meruntuhkan nilai-nilai moral bangsa, maka 

dari itu kita harus mengetahui ciri-ciri dari kejahatan korupsi itu sendiri.  

Berikut ini ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas yaitu :
51

  

“1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.  

                                                           
50
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Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 10. 
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2.  Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan atau 

bersikap tertutup. Jadi motif korupsi tetap dijaga 

kerahasiaannya.  

3.  Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan 

secara timbal balik.  

4. Yang mempraktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha 

untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik 

pembenaran hukum.  

5. Yang terlibat korupsi ialah orang yang menginginkan 

keputusan-keputusan secara tegas dan yang mampu untuk 

mempengaruhi keputusan-keputusan itu.  

6.  Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan dan biasanya 

pada badan publik atau yang melayani kepentingan umum.  

7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan 

kepercayaan.  

8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang 

kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.  

9.  Suatu perbuatan korupsi jelas melanggar norma-norma tugas 

dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat.”  

 

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, secara kronologis dapatlah 

disebutkan ada sedikitnya 5 (fase) peraturan yang mengatur mengenai tindak 

pidana korupsi, antara lain: 
52

 

“1.  Peraturan Penguasa Militer No: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 

April 1957.  

Rumusan korupsi menurut perundang-undangan di atas, 

dikelompokan mejadi dua, yakni:  

a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik 

untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, 

atau kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak 

langsung menyebabkan kerugian keuangan atau 

perekonomian negara.  

b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang 

menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima 

bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan 

mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau 

kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan 

langsung atau tidak langsung membawa keuntungan 

keuangan atau material baginya.  
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2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor 

Prt/013/Peperpu/013/1958, tentang Pemgusutan, Penuntutan, 

dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan 

Harta Benda.  

Rumusan korupsi dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat 

Angkatan Darat tersebut di atas, dikelompokan menjadi dua 

kelompok besar dan tiap kelompok dibagi lagi menjadi sub 

kelompok, sehingga menjadi lima kelompok jenis korupsi, 

yakni :  

a.  Pada kelompok besar pertama, korupsi pidana. 

Yang disebut korupsi pidana, adalah:  

1)  Perbuatan seseorang yang dengan atau karena 

melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu 

badan secara langsung atau tidak langsung merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara atau 

daerah dan badan hukum lain, yang mempergunakan 

modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.  

2) Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu 

kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau badan, serta yang dilakukan 

dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.  

3) Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 

210, 418, 419, dan 420 KUHP.  

b.  Pada kelompok besar kedua, perbuatan korupsi lainnya. 

Yang dimaksud dengan perbuatan korupsi lainnya,  

adalah : 

1)  Perbuatan seseorang yang dengan atau karena 

melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang 

secara langsung atau tidak langsung merugikan 

keuangan negara atau daerah atau merugikan 

keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari 

keuangan negara atau daerah, atau badan lain yang 

mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran 

dari masyarakat.  

2)  Perbuatan seseorang yang dengan atau karena 

melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang 

dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau 

kedudukan.  

3.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 

Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan 

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.  

Rumusan delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi 

dalam dua kelompok besar, sebagai berikut:  
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Kelompok besar pertama, terdiri dari:  

a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung 

merugikan keuangan atau perekonomian negara atau 

diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 

tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara.  

b.  Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau 

perekonomian negara.  

c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-

pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 

425, dan 435 KUHP.  

d.  Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai 

negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat 

sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat 

pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi 

hadiah atau janji dianggap melekat jabatan atau 

kedudukan itu.  

e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau 

janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut 

dalam Pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak 

melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang 

berwajib.  

Kelompok besar kedua, hanya ada satu ketentuan, yakni:  

“Barang siapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk 

melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat 

(1) a, b, c, d, e, pasal ini”.  

4.  Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.  

Rumusan delik korupsi pada Undang-undang Nomor 3 tahun 

1971 mengambil oper rumusan delik korupsi dari Undang-

undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 baik redaksi mengenai 

perbuatan-perbuatan maupun sistematikanya. Sehingga 

karena itu ada dua kelompok delik korupsi, yaitu delik 

korupsi yang selesai (voltooid) dan delik percobaan (poging) 

serta delik pemufakatan (convenant).  

Delik korupsi ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 

3 tahun 1971 ada enam kelompok, yaitu:  
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a.  Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (Pasal 1, sub 

(1) a dan sub (1) b).  

b.  Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat 

menjadi delik korupsi (sub (1) c).  

c.  Tindak korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri 

(sub (1) d).  

d.  Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d).  

e.  Tindak pidana korupsi percobaan (sub (2)).  

f.  Tindak pidana korupsi pemufakatan (sub (2)).  

Pengelompokan tersebut diasumsikan demikian, berdasarkan 

sifat korupsinya saja, tidak berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.  

5.  Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari 

delik korupsi Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, dengan 

perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan 

sebagai berikut:  

Memperluas subjek delik korupsi, memperluas pengertian 

pegawai negeri, memperluas pengertian delik korupsi, 

memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan 

negara. Delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik 

formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna mencapai 

tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas 

delik korupsi sanksi pidana berbeda dengan sanksi pidana 

undang-undang sebelumnya. Akan dibentuk tim gabungan 

yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar dalam proses 

penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh 

perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, penuntut, dan hakim 

dapat langsung meminta keterangan keuangan 

tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia 

diterapkan pembuktian terbalik terbatas partisipasi 

masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. 

Akan dibentuk komisi Pemberantasan Delik Korupsi, dua 

tahun mendatang.  

Delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua 

kelompok besar, yakni kelompok pertama, Bab II Tentang 

Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Pasal 2 sampai dengan 

Pasal 20, dan kelompok kedua, Bab III Tentang Tindak 

Pidana lain yang berkaitan dengan pidana korupsi, terdiri dari 

Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Definisi umum tentang 

korupsi tidak diberikan oleh undang-undang ini.  

Delik korupsi menurut undang-undang ini dapat 

dikelompokan sebagai berikut:  
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a.  Delik korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 2 (1) dan 

Pasal 3. 

 b.  Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 

418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi 

delik korupsi masing-masing dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12.  

c.  Delik penyuapan aktif, dalam Pasal 13.  

d.  Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang 

lain, yang memberikan kualifikasi sebagai delik korupsi 

dalam Pasal 14.  

e.  Delik korupsi percobaan, pembantuan, pemufakatan, 

dalam Pasal 15.  

f.  Delik korupsi dilakukan diluar teritori negara Republik 

Indonesia dalam Pasal 16.  

g.  Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam Pasal 

20.  

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan perubahan 

sebagai hal yang sangat menarik untuk diperhatikan, sebagai 

berikut:  

Memperluas subjek delik korupsi, memperluas mengenai 

sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, 

dalam hal ini berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik 

atau yang serupa dengan itu atau tanpa bantuan suatu sarana.  

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk 

mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana 

yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui 

setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum 

tetap. Adanya penambahan mengenai ketentuan pembuktian 

terbalik yang diberlakukan pada tindak pidana baru tentang 

gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda 

terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 

13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 

31 tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-

undang Nomor 20 tahun 2001. Selain itu juga diatur 

mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi 

tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 

5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
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F. Jenis-Jenis Tindakan Korupsi 

Menurut buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 

macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 
53

 

“1. Kerugian Keuangan Negara 

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 

2 bagian yaitu :  

1)  Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan 

merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan 

dalam Pasal c:  

(1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 

20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”  

(2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang 

di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan 

tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”  

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan 

merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini 

hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian 

pertama, bedanya hanya terletak pada unsur 

penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana 

yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi 

jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai 

berikut ;  

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana 

dengan pidan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun 

dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah).”  

2.  Suap – Menyuap  
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Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau 

menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap 

pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan 

orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, 

atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK :  

a.  Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;  

b.  Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;  

c.  Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;  

d.  Pasal 13 UU PTPK;  

e.  Pasal 12 huruf a PTPK;  

f.  Pasal 12 huruf b UU PTPK;  

g.  Pasal 11 UU PTPK;  

h.  Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;  

i.  Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;  

j.  Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;  

k.  Pasal 12 huruf c UU PTPK;  

l.  Pasal 12 huruf d UU PTPK.  

3.  Penyalahgunaan Jabatan  

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan 

jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan 

kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan 

keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan 

orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara 

hal ini sebagaiamana rumusan Pasal 8 UU PTPK.  

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan 

pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan 

jabatan, antara lain:  

a.  Pasal 9 UU PTPK;  

b.  Pasal 10 huruf a UU PTPK;  

c.  Pasal 10 huruf b UU PTPK;  

d.  Pasal 10 huruf c UU PTPK.   

4.  Pemerasan  

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu :  

1)  Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah 

kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini 

dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan 

dasar hukum dan definisinya yaitu :  

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah 

karena mempunyai kekuasaan dan dengan 

kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi 

atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;  
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b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada 

seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau 

pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau 

haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal 

yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 

huruf e UU PTPK.  

2)  Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada 

pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam 

Pasal 12 UU PTPK.  

5.  Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan  

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang 

dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / 

Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan 

kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap 

keuangan negara atau yang dapat membahayakan 

keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai 

negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan 

kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi 

ini.  

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :  

a.  Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;  

b.  Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;  

c.  Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;  

d.  Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;  

e.  Pasal 12 huruf h UU PTPK;  

6.  Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan  

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu 

instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk 

untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui 

proses seleksi yang disebut dengan tender.  

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan 

jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus 

dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi 

atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, 

pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. 

Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi 

sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan 

sebagai korupsi.  

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai 

berikut ;  

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung 

maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat 
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dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk 

mengurus atau mengawasinya.”  

 

7.  Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)  

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian 

hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK 

dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. 

Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman 

tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta 

fasilitas-fasilitas lainnya.  

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 

12C UU PTPK, yang menentukan :  

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima 

hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, 

tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena 

telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.” 

 

Jenis-jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh 

tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis 

korupsi, yaitu :
54

  

“1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang 

dilakukan pengusaha kepada penguasa.  

2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang 

memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau 

legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang 

menguntungkan bagi usaha ekonominya.  

3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan 

kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.  

4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan 

negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak 

asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.” 
 

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: 

pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, 

                                                           
54

 Anwar, Syamsul, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid 

PP Muhammadiyah, Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), Jakarta, 2006, hlm. 18. 



73 

 

 

pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi 

seseorang. 

Jeremy Pope (2007: xxvi) mengutip dari Gerald E. Caiden 

dalam Toward a General Theory of Official Corruption menguraikan secara 

rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu: 

“1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, 

penyelundupan.  

2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran 

pemerintah, menipu dan mencuri.  

3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan 

penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening 

pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.  

4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, 

penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada 

tempatnya.  

5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, 

mencurangi dan memperdaya, memeras.  

6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan 

kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.  

7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada 

orang lain seperti benalu.  

8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, 

meminta komisi.  

9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, 

membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.  

10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk 

kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.  

11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik 

pemerintah, dan surat izin pemrintah.  

12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, 

dan pinjaman uang.  

13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.  

14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik 

kepentingan.  

15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, 

perjalanan yang tidak pada tempatnya.  

16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar 

gelap.  

17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.  

18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan 

telekomunikasi dan pos.  
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19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah 

jabatan, dan hak istimewa jabatan. 

 

Selain merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan demi 

keuntungan pribadi, korupsi adalah tindakan ketidakpatuhan seorang pejabat 

publik untuk “menjaga jarak”. Apakah sebuah keputusan publik diambil 

berdasrkan pertimbangan kepentingan publik, atau karena kepentingan 

pribadi, kelompok, dan keluarga yang mewarnai kebijakan itu. Ironisnya 

tidak ada konsep yang sama untuk mengukur apakah sebuah perilaku itu bisa 

digolongkan sebagai tindakan korup atau tidak. Perbedaan pandangan dan 

pemahaman ini semakin mempersulit pemberantasan korupsi. Faktor-faktor 

yang menjadi orang sebab orang enggan memberantas korupsi antara lain 

adanya keraguan apakah sebuah tindakan korupsi atau bukan, atau ada sikap 

pesimis bahwa hukum sulit membuktikan  dan memberi sanksi kepada pelaku 

korupsi, kekhawatiran adanya ancaman dari pelaku, atau kedudukan yang 

lebih rendah dalam sebuah organisasi. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana 

diubah dengan Undang-undang Republilk Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Pasal 2  

 

(1)  “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
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rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah).  

(2)  Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 

dijatuhkan”.  

 

Pasal 3  

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.  

 

Pasal 18  

(1) “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah 

:  

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan 

milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 

pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;  

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi;  

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 

paling lama 1 (satu) tahun;  

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang 

telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.  

(2) “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.  

(3) “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana 

penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari 

pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 

ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 

pengadilan”. 


